
 

i 

 
 



 

i 

 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

INDONESIA 
Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam 

Mewujudkan Keadilan Konstitusional 

 

 

 

 

 

Askari Razak 

Fakhry Amin 

Vegitya Ramadhani Putri 

Athari Farhani 

Afrizal Mukti Wibowo 

Eling Sinta 

Resma Bintani Gustaliza 

Dyah Palupi Ayu Ningtyas 

Mardhatillah Suaka 

Muhammad Fajar Sidiq Widodo



 

ii 
 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
INDONESIA 

Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam 
Mewujudkan Keadilan Konstitusional 

 
 

 
Tim Penulis: 
Askari Razak 
Fakhry Amin 

Vegitya Ramadhani Putri 
Athari Farhani 

Afrizal Mukti Wibowo 
Eling Sinta 

Resma Bintani Gustaliza 
Dyah Palupi Ayu Ningtyas 

Mardhatillah Suaka 
Muhammad Fajar Sidiq Widodo 

 
 
 

Editor  : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM. 
Tata Letak :  Lilis Khalisatul Karimah, S.H. 
Desain Cover :  Asep Nugraha, S.Hum. 
Ukuran  : UNESCO 15,5 x 23 cm 
Halaman : ix, 347 
ISBN  : 978-634-7522-15-3 
Terbit Pada : Januari 2026 
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023 
 
Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis 
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini 
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan 
penulis. 
 
PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA 
Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Serang – Banten, 42195 
Email  : sadapenerbit@gmail.com 
Website  : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com 
Telpon/WA : +62 838 1281 8431 
 
 
 

mailto:sadapenerbit@gmail.com


 

iii 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya, buku bertajuk "Mahkamah Konstitusi 

Indonesia: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan 

Keadilan Konstitusional" ini dapat diselesaikan dan hadir di 

hadapan pembaca. 

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 

capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 

lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping 

Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal 

konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung hak asasi 

manusia (the protector of human rights), serta penafsir akhir 

konstitusi (the final interpreter of the constitution). 

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membedah secara 

mendalam bagaimana MK menjalankan mandat tersebut dalam 

dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berubah. Kami 

menyadari bahwa memahami MK tidak cukup hanya dengan membaca 

teks undang-undang, melainkan harus melihat bagaimana putusan-

putusannya berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan hukum di 

tengah masyarakat. 

 

Apa yang Dibahas dalam Buku Ini? 

Secara garis besar, buku ini mengeksplorasi tiga pilar utama: 

1. Peran Strategis: Bagaimana MK memosisikan diri sebagai 

penyeimbang kekuasaan (checks and balances) antarlembaga 

negara. 

2. Fungsi Yuridis: Analisis mendalam terhadap kewenangan MK, 

mulai dari pengujian undang-undang (judicial review) hingga 

penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. 

3. Dampak Nyata: Sejauh mana putusan MK memberikan kontribusi 

konkret dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi setiap 

warga negara. 



 

iv 
 

 

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang 

berharga bagi para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, 

hingga masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam 

mengenai jantung dari sistem demokrasi hukum kita. Di tengah 

berbagai tantangan global dan domestik, pemahaman yang jernih 

mengenai konstitusi adalah modal utama untuk menjaga 

keberlangsungan negara hukum yang demokratis. 

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi 

sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di 

Indonesia. 

 

Selamat membaca. 
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Akar Konstitusional dan Gagasan Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi 

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia lahir 

dari kebutuhan rekonstruksi sistem ketatanegaraan pascareformasi 

1998. Reformasi membuka ruang bagi pembenahan struktur 

konstitusional yang sebelumnya dianggap terlalu tersentralisasi dan 

kurang memberikan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. 

Sejumlah ahli hukum tata negara Indonesia melihat bahwa salah satu 

kelemahan utama sistem sebelum reformasi adalah absennya lembaga 

yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-

undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Kekosongan ini 

menyebabkan konstitusi lebih sering diperlakukan sebagai dokumen 

politik daripada norma hukum yang mengikat. 

Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu tokoh akademik yang 

paling awal menekankan pentingnya kehadiran constitutional court. 

Dalam analisisnya, konstitusi seharusnya berfungsi sebagai living 

document yang memiliki daya paksa hukum, bukan sekadar pedoman 

moral kenegaraan. Jimly berpendapat bahwa tanpa lembaga penafsir 

konstitusi yang independen, konstitusi berpotensi diselewengkan 

oleh cabang kekuasaan yang dominan (Asshiddiqie, 2005). Karena itu, 

pembentukan MK merupakan instrumen untuk memastikan adanya 

penjaga terakhir konstitusi (the guardian of the constitution). 

Sementara itu, Harun Al Rasyid menyoroti konteks perubahan 

UUD 1945 sebagai titik balik yang melahirkan kebutuhan mendesak 

akan sebuah lembaga peradilan konstitusional. Menurutnya, 

perubahan UUD bukan hanya mengubah susunan lembaga negara, 

tetapi juga membangun paradigma baru mengenai hubungan antara 

warga negara dan negara. MK kemudian diposisikan sebagai penafsir 

konstitusi yang mampu mencegah penggunaan kekuasaan secara 

sewenang-wenang, terutama dalam pembentukan undang-undang 

(Rasyid, 1999). 

Dari perspektif perumus konstitusi, Yusril Ihza Mahendra 

menjelaskan bahwa gagasan MK telah hadir sejak tahap awal 

pembahasan perubahan UUD 1945. Inspirasi modelnya banyak 

dipengaruhi pengalaman negara-negara Eropa Kontinental, 
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khususnya Jerman, Austria, dan Italia, di mana pengadilan konstitusi 

berfungsi terpusat dan memiliki kewenangan tunggal dalam judicial 

review. Yusril menegaskan bahwa pembentukan MK adalah jawaban 

terhadap kebutuhan menciptakan mekanisme checks and balances 

yang lebih kuat serta perlindungan hak konstitusional warga negara 

(Mahendra, 2004). 

Selain itu, pandangan normatif mengenai pentingnya judicial 

review dikembangkan juga oleh Maria Farida Indrati, yang 

menegaskan bahwa keberadaan MK berkaitan erat dengan 

peningkatan kualitas pembentukan undang-undang. Dalam karyanya 

mengenai ilmu perundang-undangan, ia menyebut bahwa proses 

legislasi selalu mengandung potensi cacat secara formil maupun 

materiil, dan karenanya harus tersedia mekanisme koreksi yang 

bersifat yudisial, bukan semata-mata politis (Indrati, 2007). 

Gagasan pembentukan MK kemudian mendapatkan legitimasi 

penuh pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam perkembangan ini, 

sejumlah tokoh seperti Mahfud MD menekankan bahwa kehadiran MK 

merupakan wujud penguatan prinsip negara hukum. MK diposisikan 

bukan hanya sebagai pemutus sengketa konstitusional, tetapi juga 

sebagai pengawal agar demokrasi tidak bergeser ke arah 

otoritarianisme baru (Mahfud, 2009). 

Dengan demikian, akar konstitusional MK dapat dirangkum 

dalam tiga pilar utama: 

1. Penegakan supremasi konstitusi, 

2. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, dan 

3. Perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Keseluruhan gagasan tersebut kini menjadi fondasi operasional 

MK sebagai lembaga tinggi negara yang menjaga kemurnian konstitusi 

sekaligus memastikan praktik kenegaraan berjalan dalam kerangka 

demokratis. 

Berpijak pada konteks di atas, perdebatan mengenai perlunya 

sebuah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia telah berlangsung 

jauh sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) resmi berdiri pada tahun 

2003. Dalam fase awal pembangunan negara, UUD 1945 memang 

menyediakan norma dasar mengenai konsep kekuasaan kehakiman, 

namun tidak memberikan ruang bagi mekanisme judicial review 
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Pendahuluan 

Negara hukum demokratis mensyaratkan adanya pembatasan dan 

pengaturan kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu organ 

kekuasaan tertentu. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi 

melahirkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang 

yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Oleh karena 

itu, pemisahan kekuasaan negara merupakan fondasi utama dalam 

bangunan negara hukum modern, termasuk dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Sejak kelahirannya, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan kerangka 

dasar pembagian kekuasaan, meskipun dalam bentuk yang khas dan 

tidak sepenuhnya mengikuti model klasik pemisahan kekuasaan ala 

Montesquieu (Rasyid, 2007). 

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan 

tidak dimaknai sebagai pemisahan yang kaku dan absolut, melainkan 

sebagai pembagian fungsi kekuasaan yang saling berkaitan dan saling 

mengawasi. Jimly Asshiddiqie menyebut model ini sebagai pemisahan 

kekuasaan secara fungsional yang dilengkapi dengan mekanisme 

checks and balances guna menjaga keseimbangan antar cabang 

kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2015). Konsep tersebut menegaskan 

bahwa tujuan utama pemisahan kekuasaan bukanlah sekadar 

pembagian kewenangan, melainkan perlindungan terhadap konstitusi 

dan hak-hak konstitusional warga negara. 

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

terjadi setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan amandemen UUD 

1945. Salah satu implikasi paling penting dari amandemen tersebut 

adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru 

yang memiliki kewenangan khusus di bidang konstitusi. Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan akan 

lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang 

mampu memastikan supremasi konstitusi dalam praktik 

penyelenggaraan negara (Mahendra, 1996). Kehadiran Mahkamah 

Konstitusi sekaligus menandai pergeseran paradigma kekuasaan 

kehakiman yang tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan hukum 

biasa, tetapi juga pada pengujian konstitusionalitas tindakan dan 

produk hukum negara. 
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Dalam konteks pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi 

menempati posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai 

instrumen penyeimbang kekuasaan politik yang bekerja melalui 

mekanisme hukum (Mahfud, 2010). Dengan kewenangan menguji 

undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara, hingga menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 

umum, Mahkamah Konstitusi menjadi aktor penting dalam menjaga 

agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi. 

Lebih lanjut, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan 

modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalisme. 

Keberadaan pengujian undang-undang oleh lembaga yudisial 

merupakan manifestasi nyata dari pembatasan kekuasaan legislatif 

dan eksekutif (Indrati, 2007). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi 

berfungsi sebagai benteng terakhir yang mencegah terjadinya 

penyimpangan konstitusi oleh pembentuk undang-undang. 

Seiring berjalannya waktu, praktik ketatanegaraan menunjukkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir 

konstitusi, tetapi juga sebagai pembentuk arah perkembangan hukum 

tata negara. Saldi Isra menilai bahwa putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam relasi antar 

cabang kekuasaan negara serta memperkuat perlindungan hak 

konstitusional warga negara (Isra, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas 

demokrasi dan negara hukum. 

Namun demikian, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga 

menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait batas antara 

kewenangan yudisial dan wilayah kebijakan politik. Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga yang berada di titik temu antara hukum 

dan politik, sehingga potensi gesekan dengan cabang kekuasaan lain 

merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan (Marzuki, 2006). Dalam 

kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tetap menjaga 

independensi dan integritasnya agar tidak kehilangan legitimasi 

konstitusional. Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjalankan fungsi 

hukum, tetapi juga menjadi pilar penegak etika konstitusional dalam 

kehidupan bernegara (Amin, 2023). 
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Pendahuluan: Dasar Filosofis dan Konstitusional 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki dasar 

filosofis yang kuat, terutama dalam kerangka nomokrasi 

(pemerintahan berdasarkan hukum) dan supremasi konstitusi. Secara 

empiris, pembentukan MK juga dipengaruhi oleh dinamika 

amandemen UUD 1945 dan perbandingan dengan model pengawasan 

konstitusi di negara lain, seperti model Kelsenian. Nomokrasi 

menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, 

bukan kekuasaan semata. MK menjadi manifestasi dari prinsip negara 

hukum (rechtsstaat) dan rule of law, di mana konstitusi menjadi 

hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara (Usman, 2020; 

Pigome, 2011). Supremasi konstitusi mengharuskan seluruh 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara tunduk pada 

konstitusi. MK berperan sebagai penjaga konstitusi (guardian of the 

constitution), memastikan tidak ada norma hukum yang bertentangan 

dengan UUD 1945 (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Usman, 

2020). Secara filosofis, kekuatan putusan MK juga berakar pada 

prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan substantif, serta 

menghidupkan nilai-nilai konstitusional dan ideologi Pancasila dalam 

kehidupan bernegara (Indra et al., 2023; Usman, 2020). 

Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia sangat 

eksekutif-sentris (executive heavy), dengan kekuasaan presiden yang 

dominan dan minim mekanisme checks and balances (Indra et al., 

2023; Sila et al., 2025). Amandemen UUD 1945 (1999–2002) didorong 

oleh tuntutan reformasi untuk memperkuat supremasi hukum, 

membatasi kekuasaan eksekutif, memperluas perlindungan HAM, dan 

membangun sistem demokrasi yang lebih akuntabel (Sila et al., 2025; 

Sumadi et al., 2025). Pembentukan MK menjadi solusi atas 

kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar 

lembaga negara dan sebagai koreksi atas dominasi kekuasaan 

eksekutif di masa lalu (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Sila et al., 

2025). 

Model Kelsenian (Austria) menempatkan pengadilan konstitusi 

sebagai lembaga khusus yang berwenang menguji undang-undang 
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terhadap konstitusi (judicial review), berbeda dengan model Amerika 

Serikat yang bersifat difus (semua pengadilan dapat melakukan 

judicial review) (Castillo-Ortiz, 2020; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 

2025). MK Indonesia mengadopsi model Kelsenian, di mana pengujian 

konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh satu lembaga 

khusus, sehingga menjamin konsistensi dan supremasi konstitusi 

(Arifien et al., 2025; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 2025). Negara-

negara lain seperti Jerman, Hungaria, Turki, dan Afrika Selatan juga 

membentuk MK sebagai respons terhadap kebutuhan membatasi 

kekuasaan rezim otoriter dan memperkuat perlindungan hak 

konstitusional (Indra et al., 2023). Pendirian MK di Indonesia 

merupakan manifestasi filosofi nomokrasi dan supremasi konstitusi, 

lahir dari kebutuhan membatasi kekuasaan dan memperkuat 

perlindungan hak konstitusional pasca amandemen UUD 1945. Model 

pengawasan konstitusi yang diadopsi sejalan dengan model 

Kelsenian, menegaskan peran MK sebagai pilar utama negara hukum 

demokratis. 

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai negative legislator 

hanya membatalkan norma tanpa membentuk norma baru 

merupakan landasan filosofis awal yang diatur dalam UUD 1945 dan 

undang-undang terkait. Namun, tuntutan terhadap peran MK yang 

lebih proaktif (judicial activism) dalam pembangunan hukum nasional 

telah memunculkan dinamika dan pergeseran praktik. Secara 

normatif, MK diberi kewenangan terbatas sebagai negative legislator, 

yaitu membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 

tanpa membentuk norma baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 dan 

57 UU MK, yang melarang MK mengeluarkan amar putusan selain yang 

ditentukan undang-undang, termasuk larangan membentuk norma 

pengganti (Elisabet & Memi, 2019; Nugraha et al., 2020; Hakim & Rasji, 

2019; Bintari, 2012). Prinsip ini didasarkan pada pemisahan 

kekuasaan dan menjaga checks and balances antara lembaga negara 

(Bintari, 2012; Suparto & Zulkifli, 2022). 

Dalam praktik, MK kerap mengambil peran sebagai legislator 

positif, terutama dalam situasi mendesak, kekosongan hukum, atau 

demi keadilan substantif masyarakat. Judicial activism MK muncul saat 

pengadilan menilai pembentuk undang-undang lamban atau tidak 
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Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengujian undang-undang 

terhadap konstitusi (constitutional review atau judicial review) 

merupakan instrumen fundamental dalam menjaga supremasi 

konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Konstitusi tidak 

hanya diposisikan sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai 

pedoman utama pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme kelembagaan yang efektif untuk memastikan 

bahwa tindakan legislatif dan eksekutif tidak menyimpang dari nilai-

nilai konstitusional. 

Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

lembaga yudisial khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas 

undang-undang serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Untuk 

memahami posisi dan karakter Mahkamah Konstitusi Indonesia 

secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan perbandingan 

dengan sistem pengawal konstitusi di negara lain. Negara-negara yang 

dipilih dalam pembahasan ini adalah Australia, Amerika Serikat, Korea 

Selatan, dan Jerman, mewakili variasi model pengujian konstitusional, 

baik yang terpusat (concentrated review), tersebar (diffuse review), 

maupun yang sama sekali meniadakan pengujian konstitusional oleh 

pengadilan. Pendekatan perbandingan difokuskan pada empat 

aspek utama: (1) kewenangan atau otoritas konstitusional; (2) 

struktur dan komposisi hakim; (3) mekanisme pengangkatan hakim; 

dan (4) jenis perkara atau putusan yang dapat diajukan 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai hasil dari 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, khususnya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang bertujuan 

memperkuat prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan 

mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandai pergeseran 

penting dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi, 

dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang 

mengikat seluruh cabang kekuasaan negara (Cahyawati & Azharil, 

2023). 
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Dalam struktur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi 

berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peran utama Mahkamah 

Konstitusi adalah sebagai guardian of the constitution, yakni menjaga 

agar undang-undang dan praktik ketatanegaraan tidak menyimpang 

dari norma dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Melalui 

kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 

Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki 

kompetensi untuk menyatakan konstitusionalitas atau 

inkonstitusionalitas suatu undang-undang secara final dan mengikat 

(Eddyono, 2024). 

1. Komposisi dan Pengangkatan Hakim Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi. 

Mekanisme pengangkatan hakim dirancang untuk mencerminkan 

prinsip keseimbangan kekuasaan antar cabang negara, dengan 

melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dewan 

Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-

masing mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi yang 

selanjutnya diangkat oleh Presiden. Model ini dimaksudkan untuk 

mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dalam pembentukan 

Mahkamah Konstitusi serta menjaga independensi lembaga 

peradilan konstitusional (Jumiati, 2019). 

Pada awal pembentukannya, masa jabatan hakim konstitusi 

ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. 

Namun, perubahan signifikan terjadi setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan masa jabatan 

hakim konstitusi menjadi satu kali masa jabatan selama 15 tahun 

atau sampai mencapai usia 70 tahun. Perubahan ini memicu 

perdebatan akademik yang luas, terutama terkait potensi 

pengaruhnya terhadap prinsip independensi hakim dan 

mekanisme akuntabilitas kekuasaan kehakiman (Lindsey, 2024). 

Selain pengaturan masa jabatan, undang-undang juga 

menetapkan persyaratan bagi hakim konstitusi, antara lain 

berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia paling rendah 

40 tahun, serta memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, 

dan pengalaman di bidang hukum atau pernah menduduki jabatan 
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Pendahuluan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi dan 

pelindung hak konstitusional warga negara (Konstitusi 2010). Oleh 

karenanya prosedur pengajuan perkara ke MK merupakan instrumen 

utama untuk mewujudkan keadilan konstitusional secara konkret dan 

tegas (Mahfud et al. 2010; Widiarto 2019). 

Melalui mekanisme permohonan yang diatur secara rinci dalam 

UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), setiap 

pemohon yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang atau oleh 

sengketa kewenangan tertentu diberi jalan untuk meminta penilaian 

dan koreksi konstitusional. 

Dalam praktik, akses berperkara ke MK tidak hanya menyangkut 

aspek formal (siapa yang berhak mengajukan, objek apa yang dapat 

dipersoalkan, dan bagaimana bentuk permohonan) melainkan juga 

aspek substantif, seperti konstruksi kerugian konstitusional dan 

kualitas argumentasi hukum yang diajukan pemohon (Rishan 2021). 

Oleh karena itu, memahami prosedur pengajuan kasus ke MK bukan 

semata persoalan teknis kepaniteraan, tetapi juga bagian dari strategi 

litigasi konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, 

mengoreksi kebijakan legislatif, dan menjaga keseimbangan antar 

lembaga negara. 

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi 

peradilan, MK mengembangkan prosedur pengajuan permohonan 

baik secara langsung (luring) maupun secara elektronik melalui 

sistem permohonan online yang diatur dan dijelaskan dalam laman 

resmi Kepaniteraan MK. Inovasi ini dimaksudkan untuk memperluas 

akses terhadap keadilan konstitusional, mengurangi hambatan 

geografis dan administratif, serta memastikan bahwa prosedur 

berperkara tetap sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. 

Bab ini menguraikan mengenai prosedur pengajuan 

kasus/perkara ke MK sesuai dengan kewenangan MK, antara lain 

(Hukumonline 2022; Mahkamah Konstitusi RI n.d.): 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 
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2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. Memutus pembubaran partai politik; dan 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

 

Prosedur Pengajuan Perkara Pengujian Undang-Undang 

(PUU)  

Menurut Mardian Wibowo (2022), pokok-pokok hukum acara 

pengujian undang-undang (baik formil maupun materiil) prosedurnya 

meliputi: 

1. Pemohon mengajukan permohonan; 

2. Pemeriksaan kelengkapan/persyaratan permohonan; 

3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara); 

4. Sidang Pendahuluan I (memeriksa permohonan); 

5. Sidang Pendahuluan II (memeriksa perbaikan permohonan); 

6. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi; 

7. Sidang Pleno Pemeriksaan I; 

8. Sidang Pleno Pemeriksaan …; 

9. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi; 

10. Sidang Pengucapan Putusan; dan 

11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara. 

Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi 

terhadap pengujian formil dan materiil sama. Salah satu yang 

membedakan ialah mengenai daluarsa dan parameter pengujian. 

Pengujian formil dibatasi jangka waktu paling lama 45 (empat puluh 

lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengujian formil 

tidak mengenal daluarsa. Yang kedua mengenai parameter pengujian 

pada pengujian formil batu uji nya ialah pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang (UU atau 

Perppu) yang dibentuk berdasar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan 

berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

(didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan). 
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Judicial Review sebagai Kekuasaan Konstitusional 

Mahkamah Konstitusi 
Supremasi konstitusi adalah asas fundamental yang menegaskan 

kedudukan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem 

ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan 

kewenangan oleh organ negara wajib berlandaskan pada konstitusi 

dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diaturnya. Dalam 

negara yang menjunjung supremasi konstitusi, konstitusi berfungsi 

sebagai tolok ukur utama bagi sah atau tidaknya penggunaan 

kekuasaan negara. 

Indonesia secara eksplisit menempatkan diri sebagai negara 

hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak 

semata-mata bertumpu pada norma hukum, tetapi juga harus 

dijalankan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi serta menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam 

konteks tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menjadi fondasi utama bagi seluruh bangunan sistem 

ketatanegaraan, baik dalam pembentukan lembaga negara maupun 

dalam pelaksanaan kewenangannya. 

Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI 1945 mengatur 

pembagian, pembatasan, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh 

karena itu, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus 

senantiasa dikontrol agar tidak menyimpang dari konstitusi. 

Kebutuhan akan mekanisme pengawasan konstitusional inilah yang 

melahirkan lembaga khusus yang berperan sebagai penjaga dan 

penafsir konstitusi (the guardian of the constitution), yaitu Mahkamah 

Konstitusi. 

Pemikiran mengenai perlunya pembentukan Mahkamah 

Konstitusi berlandaskan pada teori Hans Kelsen, seorang pakar 

hukum tata negara dari Universitas Wina. Kelsen berpendapat bahwa 

supremasi konstitusi hanya dapat dijamin apabila terdapat suatu 

lembaga yang bersifat independen di luar cabang legislatif, yang diberi 

kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap 

konstitusi. Apabila suatu undang-undang terbukti bertentangan 

dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak 
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mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, 2023). 

Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dalam pembentukan 

Mahkamah Konstitusi Austria yang dikenal sebagai 

Verfassungsgerichtshof. Model ini menempatkan kewenangan 

pengujian undang-undang secara terpusat pada satu lembaga 

peradilan khusus yang terpisah dari Mahkamah Agung. Model ini 

dikenal sebagai Kelsenian Model atau centralized system of judicial 

review, yang pertama kali diadopsi dalam Konstitusi Austria Tahun 

1920. Melalui model ini, supremasi konstitusi dijaga secara sistematis 

melalui mekanisme peradilan konstitusional. 

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai 

lembaga negara yang berwenang menjaga kemurnian dan supremasi 

Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, 

tetapi juga sebagai penafsir konstitusi dalam rangka memastikan 

bahwa nilai-nilai konstitusional tetap hidup dan dijalankan. Dalam 

menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada 

visi untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang 

bermartabat, dengan menjalankan kekuasaan kehakiman secara 

independen dan bertanggung jawab. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pascareformasi 

membawa penguatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu implikasi penting 

dari perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar 

dengan Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945, kewenangan yudisial dijalankan oleh Mahkamah Agung 

bersama seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah 

naungannya, serta Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan 

konstitusi. 

Dengan kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan 

bagian integral dari kekuasaan yudikatif yang memiliki independensi 

dalam menjalankan fungsi peradilannya. Independensi ini menjadi 

syarat utama agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan 

kewenangan konstitusionalnya secara objektif dan bebas dari 
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Pendahuluan 

Lembaga negara merupakan salah satu elemen krusial dalam suatu 

negara yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan sistem 

pemerintahan. Setiap lembaga negara memiliki peran yang spesifik, 

yang dirancang untuk memenuhi kepentingan negara serta 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tanpa keberadaan lembaga negara, sebuah negara tidak 

akan mampu beroperasi dengan baik. Ketidakhadiran lembaga negara 

dalam kerangka suatu negara dapat mengakibatkan 

ketidakberdayaan negara tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan 

ketidakstabilan dan keruntuhan negara (Patrialis Akbar, 2013). 

Secara umum, pemahaman mengenai lembaga negara di seluruh 

dunia berakar dari pandangan Montesquieu tentang Trias Politica. 

Montesquieu berpendapat bahwa setiap negara memiliki tiga cabang 

kekuasaan dalam struktur pemerintahannya, yakni kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep Trias Politica ini merupakan 

ide dasar mengenai pemisahan kekuasaan (separation of power) yang 

bertujuan untuk melindungi kebebasan politik, di mana setiap cabang 

kekuasaan harus menghormati dan tidak melanggar fungsi dari 

cabang kekuasaan lainnya (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024). 

Di Indonesia, konsep mengenai lembaga negara dipahami secara 

lebih komprehensif, sehingga tidak hanya terfokus pada pembagian 

kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Sebagai negara 

hukum, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," ide 

trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu sudah tidak sesuai 

dengan realitas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Setiap cabang 

kekuasaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Prinsip distribusi 

kekuasaan (distribution of power) di antara cabang kekuasaan 

tersebut mengimplikasikan bahwa masing-masing kekuasaan dapat 

saling mengawasi dan mengendalikan dengan menerapkan prinsip 

check and balances (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024). Prinsip ini 

mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan 

antara lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

disebabkan oleh adanya tumpang tindih dalam kewenangan serta 



Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan 
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

 

138 Resma Bintani Gustaliza 

perbedaan interpretasi terhadap norma konstitusi yang mengatur 

kewenangan masing-masing lembaga (Shyne Hendriko & Olivia, 

2025). 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan pada tahun 1999 hingga 

tahun 2002 membawa dampak signifikan terhadap konstruksi 

ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya 

mencakup pergeseran paradigma mengenai kedudukan lembaga 

negara serta pembentukan lembaga negara baru yang tugas beserta 

wewenangnya diatur dalam UUD 1945.  

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Indonesia 

mengenal dua kategori lembaga negara, yaitu lembaga tertinggi 

negara dan lembaga tinggi negara. Dalam konteks ini, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga yang 

memegang kekuasaan tertinggi serta bertanggung jawab penuh atas 

kedaulatan rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi, memiliki 

wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan 

wakil presiden. Presiden, sebagai pelaksana kekuasaan negara, wajib 

tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Namun, setelah 

amandemen, posisi MPR berubah; lembaga ini tidak lagi menjadi 

lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara 

lainnya dalam menjalankan fungsi check and balances (Warsito & 

Marbun, 2022).  

Susunan lembaga negara sebelum dan setelah amandemen UUD 

1945 disajikan pada gambar di bawah ini.  

 
Gambar 7.1: Susunan Lembaga Negara Sebelum Amandemen 

UUD 1945 
Sumber: Data diolah penulis 
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Kedudukan MK dalam Perlindungan HAM  

Hak Asasi Manusia (HAM) di banyak negara dipahami sebagai self-

executing, yakni hukum positif dengan daya laku langsung mengikat. 

Sehingga hak harus dipenuhi tanpa menunggu peraturan pelaksana, 

dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kunci hak-hak tersebut 

terpenuhi (Mykola, 2020). Di Indonesia, pembentukan MK 

berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUD NRI) 1945, memiliki wewenang menguji Undang-

Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara pembubaran Partai Politik (parpol), 

serta sengketa pemilu (Adi, 2024). 

Terdapat beberapa peran MK, yakni Guardian of Democracy, 

Guardian of the Constitution, dan Protector of Human Rights (Kurnia, 

2016). MK berfungsi menjaga dan mengawal agar konstitusi 

dilaksanakan dan ditaati dengan konsisten, serta mengarahkan dan 

mendorong proses demokratisasi berlandaskan konstitusi (MK RI, 

2004). MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, melainkan juga 

benteng hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. 

Hak-hak masyarakat sipil di Pasal 27-34 UUD NRI 1945 dan HAM 

dalam Pasal 28A-28J UUD NRI menjadi standar konstitusional yang 

diperhatikan oleh MK (Nurhayati et al., 2025). 

Perlindungan HAM oleh MK bersifat tidak langsung (indirect). 

Korban pelanggaran HAM tidak diberikan kompensasi secara 

langsung oleh MK. Namun, aturan yang menjadi sumber pelanggaran 

dapat dicabut oleh MK (Adissya, 2025). Putusan ini mengikat semua 

orang dan bersifat umum (erga omnes). Sehingga perlindungan yang 

diberikan menyeluruh, struktural, dan bukan hanya bagi pemohon. 

 

Peran MK dalam Perlindungan HAM 

Konstitusi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, 

dan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di 

depan hukum. Segala tindakan diatur oleh hukum, sehingga tidak ada 

tindakan yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum. Semua hal yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan. Namun, perlu ada jaminan kepastian hukum dan 

keadilan bagi warga negara. Kepastian hukum bisa diartikan sebagai 
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kondisi di mana hukum diterapkan secara pasti dan jelas (Yusuf Kalla, 

2011). 

Hak manusia dalam sebuah negara perlu dirumuskan melalui 

kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hak yang dengan tegas dan 

jelas dimuat di berbagai instrumen HAM (Fahmi, 2013). Terdapat 

beberapa regulasi mengenai kepastian hukum. Sebagai salah satu hak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(UU HAM) mengatur kepastian hukum.  

Di tingkat internasional, hak atas kepastian hukum diakui dalam 

instrumen HAM. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai 

pribadi di dalam hukum dimanapun itu. Pasal 7 DUHAM menegaskan 

bahwa semua orang sama di depan hukum serta memiliki hak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Pasal ini 

juga menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh 

perlindungan yang sama dari diskriminasi yang melanggar deklarasi 

ini. Pasal 8 DUHAM memberikan penegasan bahwa setiap orang 

memiliki hak mendapatkan penyelesaian yang efektif dari peradilan 

dari tindakan yang melanggar hak dasar warga negara. 

Berdasarkan berbagai jaminan hak atas kepastian hukum 

tersebut, jelas bahwa hak atas kepastian, keadilan hukum, dan 

perlakuan tanpa diskriminasi merupakan bagian dari HAM yang 

dijamin, dilindungi, serta diakui di tingkat nasional ataupun 

internasional. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan 

terhadap hak tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. 

1. Perlindungan Hak Sipil Politik 

a. Kebebasan Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, serta 

Berkumpul 

Pengakuan terhadap hak ini tertuang di Pasal 28 UUD NRI 1945. 

Pasal ini menegaskan perbedaan antara HAM yang dinikmati 

warga negara serta tanggung jawab warga negara untuk 

menjunjung tinggi hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 27 

UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 28J Ayat (2) untuk menjalankan 

kebebasan dan haknya, setiap orang wajib mematuhi 

pembatasan yang ditetapkan UU. Tujuan itu menjamin 

penghormatan serta pengakuan atas kebebasan maupun hak 

orang lain. 
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Pendahuluan  

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya dimaknai 

sebagai filosofi bangsa, tetapi juga sebagai norma fundamental yang 

menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Dalam konteks 

ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila harus dijaga agar tetap menjadi 

pedoman utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran 

penting, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi tidak hanya menguji 

konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga 

memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai 

Pancasila sebagai cita hukum bangsa (Yonas Bo, 2020.) 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi secara aktif menjadikan 

Pancasila sebagai tolok ukur dalam berbagai putusannya, khususnya 

dalam perkara pengujian undang-undang. Beberapa keputusan MK 

menekankan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan prinsip 

kesetaraan sebagai bagian dari interpretasi nilai-nilai Pancasila. MK 

menggunakan pendekatan substansial dalam mempertimbangkan 

konstitusionalitas suatu norma, tidak hanya berpijak pada aspek 

yuridis formal semata (Hidayah et al., 2025). Dengan demikian, MK 

tidak hanya bertindak sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai 

penjaga ideologi bangsa yang aktif dalam membentengi nilai-nilai 

luhur Pancasila dari degradasi dalam legislasi modern. 

Beberapa kajian kontemporer juga menyoroti pentingnya peran 

MK dalam memperkuat posisi Pancasila dalam sistem hukum 

Indonesia. Dalam studi terbaru, disebutkan bahwa peran MK sangat 

strategis dalam membangun sistem hukum berbasis nilai-nilai 

Pancasila, terutama ketika terjadi tarik-menarik antara hukum 

nasional (Usman, 2020). Bahkan di tengah tantangan pluralisme 

hukum, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga integritas ideologi 

negara dengan pendekatan konstitusionalisme Pancasila (Andjani et 

al., 2024). Melalui kekuatan putusannya, MK secara konsisten 

menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial, moralitas 

hukum, dan kemanusiaan universal sebagai bentuk pengejawantahan 

ideologi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan (Siregar, 2024). 
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Pancasila sebagai Norma Fundamental  
Pancasila sebagai norma fundamental memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena bertindak 

sebagai staatsfundamentalnorm, yaitu norma dasar negara yang 

menjadi fondasi pembentukan konstitusi dan seluruh tatanan hukum 

nasional. Sebagai norma tertinggi, Pancasila tidak hanya melandasi 

keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tetapi juga memberikan arah ideologis dan etis bagi seluruh 

peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila, yang tercantum 

secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea 

keempat, menjadi sumber utama dalam merumuskan cita-cita hukum 

dan keadilan sosial di Indonesia. 

1. Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm  

Pancasila merupakan norma dasar negara (staatsfunda-

mentalnorm) yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sebagai 

norma tertinggi, Pancasila menjadi sumber bagi segala sumber 

hukum di Indonesia. Artinya, seluruh konstitusi, undang-undang, 

dan peraturan lain harus tunduk dan sejalan dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila (Yonas Bo, 2020). 

Kedudukannya melampaui Undang-Undang Dasar 1945, karena 

menjadi dasar pembentukannya. 

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam berbagai 

putusannya bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang 

tidak dapat diganggu gugat. Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2010 

menyatakan bahwa Pancasila adalah landasan ideologis dan 

normatif yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. 

Oleh karena itu, setiap undang-undang yang bertentangan dengan 

Pancasila, secara langsung bertentangan pula dengan UUD 1945 

(Hidayah et al., 2025).  

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi juga 

bermakna sebagai penjaga ideologi negara. Dengan menempatkan 

Pancasila sebagai norma dasar, MK bertugas memastikan bahwa 

seluruh produk legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi yang merupakan roh 

dari Pancasila (Wibowo et al., 2018). Ini menjadikan Pancasila 

tidak hanya sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai dasar 

pengambilan keputusan hukum. 
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Doktrin Conditionally Constitutional/Unconstitutional: 

Pergeseran dari Negative ke Positive Legislator 

Dalam arsitektur ketatanegaraan purik yang digagas oleh Hans Kelsen, 

Mahkamah Konstitusi didalilkan beroperasi semata-mata sebagai 

legislator negatif. Postulat ini mengasumsikan bahwa kewenangan 

yudisial terbatas pada tindakan 'menidakkan' norma yang 

bertentangan dengan konstitusi, tanpa memasuki ranah penciptaan 

norma baru yang menjadi prerogatif parlemen. Namun, realitas 

adjudikasi konstitusional di Indonesia menunjukkan anomali yang 

menarik sekaligus menantang doktrin klasik tersebut. Seiring dengan 

kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang tidak dapat dijawab 

hanya dengan logika biner ('konstitusional' atau 'inkonstitusional') 

Mahkamah Konstitusi Indonesia melakukan terobosan hermeneutika 

yang radikal melalui penemuan hukum (rechtsvinding) berupa 

putusan bersyarat (conditional decisions). 

Fenomena ini bukan sekadar variasi prosedural, melainkan 

sebuah pergeseran paradigmatik yang mentransformasi peran 

Mahkamah dari penjaga gawang pasif menjadi aktor politik-hukum 

yang proaktif, atau apa yang disebut oleh Alec Stone Sweet sebagai 

judicial law-making. Ketika Mahkamah menyatakan sebuah norma 

'konstitusional bersyarat' (conditionally constitutional), pada 

hakikatnya Mahkamah sedang menyuntikkan tafsir tunggal yang 

mengikat (erga omnes), yang secara efektif mengubah tekstur norma 

tersebut tanpa mengubah redaksinya.  

Pada awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi (MK) RI melakukan 

terobosan prosedural fundamental: tidak hanya membatalkan 

undang-undang (batal demi hukum), tetapi juga memberikan syarat 

tafsir (conditionally constitutional/unconstitutional). Langkah ini 

menandai pergeseran peran MK dari sekadar negative legislator 

(pembatal norma) ke arah judicial law-making yang lebih aktif. 

Hans Kelsen menempatkan MK sebagai legislator negatif, yakni 

hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi 

tanpa membentuk norma baru (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 

2019; Winata & Putri, 2019). Namun, realitas kebutuhan hukum di 

Indonesia menuntut MK untuk mengisi kekosongan hukum dan 
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memberikan keadilan substantif, sehingga MK kadang bertindak 

sebagai legislator positif, terutama dalam situasi mendesak, demi 

mencegah kekacauan hukum (rechtvacuum) (Nugraha et al., 2020; 

Elisabet & Memi, 2019; Syahputra & Adhari, 2024). Putusan bersyarat 

(inkonstitusional/konstitusional bersyarat) muncul sebagai respons 

atas kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum, bukan 

sekadar keadilan prosedural (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 

2019; Sanjaya, 2022). 

 

Tabel 10.1: Bukti Empiris: Praktik Syarat Tafsir dalam Putusan 

MK 

Putusan MK Bentuk Terobosan Implikasi 

No. 006/PUU-

IV/2006 (UU KKR) 

Syarat tafsir, tidak 

sekadar pembatalan 

MK menafsirkan norma 

agar sesuai konstitusi, 

bukan membatalkan 

seluruhnya 

No. 91/PUU-

XVIII/2020 (UU 

Cipta Kerja) 

Inkonstitusional 

bersyarat 

UU tetap berlaku dengan 

syarat perbaikan tertentu, 

menegaskan peran MK 

dalam mengarahkan 

legislator 

No. 20/PUU-

XIV/2016 (UU ITE) 

Inkonstitusional 

bersyarat 

Norma dinyatakan 

inkonstitusional jika syarat 

MK tidak dipenuhi 

Sumber: Nugraha et al., 2020; Efendi et al., 2024; Suhardin & Flora, 
2023; Guswara & Nasution, 2023; Ningsih, 2022; Sanjaya, 2022; 

Syahputra & Adhari, 2024; Hardianto et al., 2024 
 

Terobosan prosedural MK berupa pemberian syarat tafsir 

menandai pergeseran dari negative legislator ke peran judicial law-

making. Hal ini didorong kebutuhan keadilan substantif dan kepastian 

hukum, meski menimbulkan perdebatan teoretis. Praktik ini kini 

menjadi ciri khas putusan MK dalam merespons dinamika hukum dan 

kebutuhan masyarakat. 

Legitimasi demokratis putusan conditionally constitutional dapat 

dipertanggungjawabkan jika Mahkamah Konstitusi membatasi peran 

legislator positif hanya pada situasi mendesak, menjaga 
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Redesain Sistem Demokrasi: Menakar Putusan Pemilu 

Serentak 

Fokus: Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 23/PUU-

XXII/2021. 

Secara teori MK adalah negative legislature yang hanya 

membatalkan norma inkonstitusional (Yadjitala, 2025). Namun dalam 

praktik, banyak putusan bersifat positif legislator: tidak hanya 

menghapus, tetapi juga membentuk dan merekayasa norma baru 

ketika ada kekosongan atau desain UU dinilai tidak sejalan dengan 

konstitusi dan demokrasi (Yadjitala, 2025; Nugraha, 2015). Dalam 

konteks pemilu, MK menjadi aktor rekayasa sistem politik 

(constitutional/electoral engineering) agar sistem kepartaian dan 

manajemen pemilu kompatibel dengan asas presidensialisme 

(Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025). 

 

Tabel 11.1: Contoh Tindakan MK Sebagai Positive Legislator Di 

Ranah Pemilu 

Dimensi 
Tindakan MK sebagai 

positive legislator 

Dampak ke manajemen 
pemilu & 

presidensialisme 
Desain 
jadwal 
pemilu 

Menyatakan pemilu 
presiden setelah pemilu 
legislatif inkonstitusional 
dan memerintahkan pemilu 
serentak 2019 (Kusnadi, 
2020; Atmadja, 2021) 

Sinkronisasi mandat 
eksekutif–legislatif, 
memperkecil coattail 
politik & transaksi koalisi 
pasca-pemilu; lebih sesuai 
presidensialisme murni 
(Kusnadi, 2020) 

Ambang 
batas 
pencalonan 
(presidential 
threshold) 

Awalnya mengakui sebagai 
open legal policy untuk 
penyederhanaan partai 
(Kusnadi, 2020; Ghoffar, 
2018; Pratama et al., 2025), 
lalu melalui Putusan 
62/PUU-XXII/2024 
menghapus threshold dan 
memberi desain alternatif 
pembatasan calon (Hanan 
et al., 2025; Mau, 2025; 
Pratama et al., 2025) 

Menggeser fokus dari 
stabilitas koalisi ke 
keterwakilan & keadilan 
pemilu, membuka 
partisipasi luas tapi 
berimplikasi pada 
fragmentasi yang harus 
diatur ulang manajemen 
pemilu (Hanan et al., 2025; 
Mau, 2025; Pratama et al., 
2025) 
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Redesain 
kewenangan 
sengketa 
hasil 

Mengembangkan konsep 
pelanggaran TSM 
(terstruktur, sistematis, 
masif) dan mendorong 
perluasan makna “hasil 
pemilu” dari sekadar angka 
suara ke kualitas proses 
(Sadzali, 2022; Nugraha, 
2015; Wahanisa et al., 2025) 

Menjadikan penyelesaian 
sengketa sebagai 
instrumen penataan ulang 
tata kelola pemilu dan 
peningkatan integritas 
pemilu presiden 
(Nainggolan et al., 2025; 
Nugraha, 2015; Kusuma & 
Budianto, 2025) 

Distribusi 
kelembagaan 
peradilan 
pemilu 

Mempertahankan 
kewenangan PHPU dan 
pilkada, bahkan ketika UU 
memandatkan peradilan 
khusus tapi tak kunjung 
dibentuk (Fakhlevi et al., 
2025; Kamila, 2024) 

Secara de facto menata 
ulang arsitektur peradilan 
pemilu yang 
mempengaruhi 
akuntabilitas 
penyelenggara dan 
kualitas sistem 
presidensial (Nainggolan 
et al., 2025; Wicitra et al., 
2024; Fakhlevi et al., 2025; 
Kamila, 2024) 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Implikasi terhadap penguatan sistem presidensial antara lain 

menjaga logika presidensialisme sebagai prinsip konstitusional. MK 

secara eksplisit menjadikan asas presidensialisme sebagai standar 

pengujian UU pemilu, termasuk pengaturan threshold, keserentakan 

pemilu, dan sistem kepartaian (Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025). 

Putusan-putusan MK mengubah secara substantif tata kelola pemilu 

(jadwal, syarat pencalonan, standar pelanggaran) sehingga MK 

menjadi kanal utama electoral reform ketika politik elektoral dan DPR 

tidak mampu atau enggan mereformasi diri (Kusnadi, 2020; Nugraha, 

2015; Hanan et al., 2025; Kusuma & Budianto, 2025). 

Pada fase awal, MK cenderung mendukung threshold demi 

stabilitas pemerintahan presidensial (Kusnadi, 2020; Ghoffar, 2018; 

Pratama et al., 2025); belakangan bergeser ke inklusivitas dan 

kedaulatan rakyat, sambil tetap memberi panduan desain teknis agar 

fragmentasi dapat dikelola (Hanan et al., 2025; Mau, 2025; Pratama et 

al., 2025). Dengan demikian, sesungguhnya MK bertindak sebagai 

legislator positif dalam pemilu ketika melalui judicial review dan 

PHPU: mengubah desain jadwal, ambang batas, standar pelanggaran, 
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Pendahuluan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia lahir untuk 

menguatkan negara hukum. Lahir pada era reformasi sebagai respons 

terhadap defisit konstitusionalisme di masa lalu. Kehadirannya 

merupakan amanat langsung Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada 

tahun 2001, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. 

Institusi ini dibentuk untuk mengisi kekosongan mekanisme untuk 

menjaga konstitusi yang independen dan berwibawa. Lahirnya MK 

dimaksudkan untuk mengatasi konflik hukum tingkat tinggi dan 

menjamin supremasi konstitusi di atas kekuasaan negara mana pun. 

Dengan demikian, MK tidak sekadar lembaga baru, tetapi fondasi 

kunci untuk menguatkan prinsip negara hukum Indonesia yang 

demokratis. 

Sebagai penjaga konstitusi, MK diberi kewenangan strategis di 

mana melalui fungsi-fungsi ini, MK bertindak sebagai wasit akhir yang 

menentukan keselarasan hukum positif dengan norma dasar dalam 

UUDNRI 1945. Namun, dalam praktiknya, posisi sebagai ultimate 

interpreter ini justru sering menempatkan MK di pusat konflik hukum 

itu sendiri. Putusan-putusannya yang progresif kerap memicu debat 

mengenai batas antara penafsiran hukum dan pembentukan 

kebijakan baru.  

Pilihan Indonesia untuk menjadi negara hukum termuat dalam 

Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) bukanlah akhir, melainkan 

awal dari dinamika sistemik yang semakin kompleks. Komitmen 

konstitusional tersebut secara alamiah melahirkan banyak isu hukum 

seiring interaksi antar lembaga negara dan tuntutan masyarakat yang 

terus berkembang. Isu-isu tersebut muncul dalam bentuk konflik 

kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan perdebatan filosofis 

mengenai implementasi nilai-nilai konstitusi. Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi justru sering menjadi 

episentrum dari berbagai isu hukum tersebut. Pilihan negara hukum 

Indonesia membuatnya sangat dinamis, menjadikannya sebuah arena 

yang hidup, tempat konflik hukum dikelola untuk mencapai cita-cita 

keadilan substantif. 
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Konflik Hukum 

Teori konflik hukum klasik yang disampaikan dalam mata kuliah 

Pengantar Ilmu Hukum, setidaknya ada 3 jenis konflik hukum dengan 

asas: 

1. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori 

2. Lex posterior derogat legi priori 

3. Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

Perkembangan ketatanegaraan menunjukkan bahwa interaksi 

hukum dengan masyarakat tidak sesederhana ketiga asas di atas. Isu-

isu yang muncul atas satu kepentingan yang terlanggar, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, akan selalu menimbulkan konflik. 

Dapatlah dikatakan di sini bahwa konflik adalah keniscayaan. 

Beberapa konflik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut:  

1. Konflik antara makna "keadilan substantif" yang ingin dicapai MK 

dengan "kepastian hukum" formal. 

2. Konflik hukum antar-lembaga peradilan: Misalnya, ketegangan 

dengan Mahkamah Agung terkait boundary of authority. 

3. Konflik dengan legislator: Ketika MK membatalkan undang-

undang, muncul tuduhan "aktivisme judicial" yang melampaui 

kewenangan dan memasuki wilayah politik. 

4. Dilema dalam putusan yang bersifat conditionally constitutional 

atau conditionally unconstitutional. 

Putusan Mahkamah Konstitusi kerap melampaui fungsi awalnya 

sebagai penyelesai sengketa atau Negative Legislature (Laksono & 

Anggriawan, 2025). Alih-alih menjadi titik akhir, banyak putusannya 

justru menjadi awal dari dinamika hukum dan sosial-politik yang 

kompleks. Hal ini terjadi karena putusan MK tidak hanya membaca 

teks hukum, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai konstitusi yang sering 

kali menuntut perubahan mendasar pada status quo. Misalnya, 

putusan yang mengubah sistem pemilu atau membatalkan undang-

undang yang telah lama diterapkan, secara otomatis menciptakan 

lanskap hukum baru yang harus diadaptasi oleh semua pemangku 

kepentingan.  

Adaptasi ini tidak jarang memicu resistensi, debat publik, dan 

konflik implementasi yang justru lebih rumit dari konflik awal yang 
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